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ABSTRAK 

Public Safety Center (PSC) 119 merupakan sebuah inovasi dalam sektor kesehatan 

yang bergerak dalam bidang kegawatdaruratan yang dimana inovasi ini dapat 

meningkatkan kualitas pelayanan yang baik dan bermutu untuk masyarakat. 

Pentingnya kehadiran PSC 119 dalam lingkungan Masyarakat akan sangat 

membantu, Adapun call center dari PSC 119 yang dapat dihubungi oleh Masyarakat 

jika terjadi sebuah peristiwa kegawatdaruratan, karena peristiwa kegawatdaruratan 

cenderung terjadi secara cepat dan tiba tiba tanpa bisa di prediksi kapan terjadinya.  

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui implementasi kebijakan 

inovasi pelayanan Public Safety Center (PSC) 119 di Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lombok Barat yang tertuang dalam peraturan Bupati nomor 17 A tahun 2019 tentang 

Pembentuka Public Safety Center (PSC) 119 Lombok Barat Emergency Medical 

Service (PSC 119) serta untuk mengetahui faktor penghambat dari berjalannya 

implementasi kebijakan tersebut. Adapula metode penelitian yang di gunakan adalah 

metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik penentuan informan 

menggunakan teknik purposive sampling. Sumber data berasal dari data primer. 

Teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Untuk uji validitas data menggunakan teknik triangulasi 

metode. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, implementasi kebijakan PSC 

119 Lombok Barat Emergency Medical Service kurang berjalan secara optimal, hal 

tersebut di sebabkan oleh beberapa faktor yaitu sarana dan prasarana yang kurang 

memadai dan tenaga kerja yang jauh dari standar kebutuhan PSC 119. Hasil tersebut 

di ketahui berdasarakan analisis dari model implementasi Edward III yang terdiri dari 

empat aspek yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. 

 
Kata Kunci: Kegawatdaruratan, PSC, Kesehatan, Pelayanan 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Hak asasi manusia merupakan sebuah pengakuan beserta jaminan yang di 

berikan oleh negara berbentuk perlindungan tertinggi terhadap hak tertentu yang 

dimana hak tersebut tidak dapat diabaikan ataupun dihapuskan oleh siapapun bahkan 

negara sekalipun (Sylvana, 2020). Pada zaman modern sekarang ini tidak dapat di 

pungkiri bahwa menegakkan hak asasi manusia serta melindungi hak asasi manusia 

merupakan tanggung jawab negara guna mewujudkan hak asasi tersebut. 

Menurut Pasal 28 H (1) UUD 1945, UUD 1945 menjamin hak dan pelayanan: 

“Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan 

memperoleh akses atas kehidupan yang baik dan sehat. lingkungan dan hak untuk 

menerima pelayanan”. Adapun ketentuan Pasal 5 (2) Bab III Kesehatan Republik 

Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang hak dan kewajiban: “Setiap orang berhak atas 

pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau”. Berdasarkan Pasal 

tersebut bahwa kesehatan yang di maksud adalah kebutuhan dasar masyarakat dan 

harus di berikan pelayanan yang bermutu karena hal tersebut merupakan hak setiap 

warga negara yang dimana hak tersebut di lindungi oleh Undang Undang Dasar. 

Sehingga setiap negara mengakui bahwasanya ini merupakan modal terbesar menuju 

kejayaan (Anthonius Riva, 2021). Maka dari itu, pentinggnya dalam membangun 

sebuah pelayanan kesehatan yang berkualitas dengan fasilitas yang memadai, guna 
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mencapai tujuan bersama yaitu mensejahterakan kesehatan masyarakat. 

Pelayanan dalam bidang kesehatan sangat diperlukan sebuah inovasi untuk 

mengupayakan pelayanan sosial yang berkualitas untuk masyarakat. Sehingga 

pelayanan kesehatan dan kegawatdaruratan harus mampu berkembang dan 

beradaptasi terhadap perubahan yang ada serta mampu merespon perubahan dengan 

cepat sehingga dapat menghadirkan terobosan baru dalam sektor publik pada bidang 

kesehatan (Yanuar, 2019).  

Menteri Kesehatan Republik Indonesia (2018) menegaskan, dalam melakukan 

sebuah pelayanan kesehatan, adapun kewajiban Rumah Sakit yang tertuang dalam 

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2018 yakni memberikan pelayanan 

kesehatan yang aman, bermutu, anti diskriminasi, efektif dengan mengutamakan 

kepentingan pasien sesuai dengan standar pelayanan Rumah Sakit (Alim et al., 2019). 

Berdasarkan peraturan tersebut, inovasi dalam pelayanan kesehatan akan sangat 

membantu dalam memberikan sebuah pelayanan yang baik untuk masyarakat. Dalam 

(Yuliana et al., 2020) menyebutkan, salah satu terobosan Kementerian Kesehatan 

Republik Indonesia adalah pengenalan program Public Safety Center (PSC) 119, 

yaitu layanan tanggap darurat. Program ini diluncurkan pada tahun 2016 dan bekerja 

sama dengan Kementerian Perhubungan untuk mendukung pengelolaan orang yang 

terlibat dalam kecelakaan dan situasi kritis sesuai Peraturan Mentri Kesehatan Nomor 

19 Tahun 2016 tentang pembentukan sistem penanggulangan gawatdarurat terpadu. 

Kegawatdaruratan cenderung terjadi secara cepat, tiba-tiba, dan sulit untuk 

diprediksi kapan terjadinya. Sebagian orang tidak sadar bahwa banyak kejadian 



3 

 

gawatdarurat yang tidak ditangani dengan baik oleh pihak yang berwenang. Dengan 

demikian, diperlukan penguatan kualitas layanan gawatdarurat melalui proses 

preventif (Sylvana, 2020). Adanya inovasi PSC 119 dalam pelayanan kesehatan 

sehingga masyarakat dapat menghubungi call center 119 untuk pelayanan 

kegawatdaruratan tersebut. 

Penelitian ini didukung oleh (Yuliana et al., 2020) yang dimana pada 

penelitiannya disebutkan bahwa PSC 119 memberikan kemudahan dalam akses 

pelayanan kesehatan dan dapat langsung menghubungi nomor 119 tanpa biaya 

sehingga lebih mambantu Masyarakat dalam menyampaikan setiap keluhannya. 

Sedangkan penelitian dari (Sylvana, 2020) menyebutkan bahwa pelayanan PSC 119 

wajib dibentuk disetiap Kabupaten atau Kota agar dapat menjamin hak masyrakat 

dalam pelayanan kesehatan.  

Kebijakan pemerintah daerah tentang Public Safety Center (PSC) 119 di Dinas 

Kesehatan Kabupaten Lombok Barat Provinsi Nusa Tenggara Barat tertuang dalam 

Peraturan Bupati No. 17A tahun 2019 tentang Pembetukan Public Safety Center 119 

Lombok Barat Emergency Medical Service (PSC 119). Berdasarkan peraturan 

tersebut, PSC 119 ditempatkan di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat dan 

lokasi lain yang ditetapkan pemerintah daerah yang memiliki akses dan sarana 

pelayanan kesehatan seperti RSUD Patut Patuh Patju dimana RSUD tersebut 

memiliki akses pelayanan kegawatdaruratan di Lombok Barat. Namun, PSC 119 

tidak ditempatkan di RSUD Patut Patuh Patju dikarenakan tingkat RSUD belum 

memenuhi, sedangkan PSC 119 harus di tempatkan di Rumah Sakit yang sudah 
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Tingkat A. 

Kebijakan pemerintah tentang PSC 119 di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok 

Barat atau lebih dikenal dangan PSC 119 LBEMS, kebijakan ini sudah berjalan 

selama 4 tahun dan perlu dilakukan peninjauan terkait implementasi kebijakan 

tersebut. Terdapat penelitian dari (Rheni Prihanti, Bagoes Widjanarko, 2022) 

menegaskan bahwa, yang mendukung sebuah implementasi Public Safety Center 

(PSC) yaitu adanya kebijakan dari pemerintah daerah, sumber daya manusia, sarana 

dan prasarana, anggaran, pedoman pelaksana, peran lintas dan peran Masyarakat 

sangat diperlukan dalam keberhasilan sebuah implementasi. Beberapa hal tersebut 

dapat diketahui faktor penghambat implementasi kebijakan PSC 119 LBEMS. Model 

teori implementasi Kebijakan Edward III akan digunakan untuk mengetahui 

keberhasilan implementasi kebijakan PSC 119 LBEMS dan faktor penghambatnya, 

yang dimana memuat empat aspek yaitu, komunikasi, sumber daya, disposisi, dan 

struktur birokrasi. 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dari penelitian ini, maka rumusan masalah yang 

dapat di peroleh adalah sebagai berikut. 

1.2.1 Bagaimanakah implementasi kebijakan pemerintah tentang pelayanan 

Public Safety Center (PSC) 119 Di Dinas Kesehatan Lombok Barat? 

1.2.2 Apakah Faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah tentang 

pelayanan Public Safety Center (PSC) 119 di Dinas Kesehatan Lombok 

Barat? 
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1.3 Tujuan Penelitian 

1.3.1 Untuk mengetahui implementasi kebijakan pemerintah tentang pelayanan 

Public Safety Center (PSC) 119 di Dinas Kesehatan Lomboik Barat. 

1.3.2 Untuk mengetahui faktor penghambat implementasi kebijakan pemerintah 

tentang pelayanan Public Safety Center (PSC) 119 di Dinas Kesehatan 

Lombok Barat. 

1.4 Manfaat Penelitian 

1.4.1  Secara teoritis penelitian ini bermanfaat sebagai bahan kajian dan referensi 

bagi peneliti selanjutnya yang berminat pada masalah yang sama, serta 

untuk menambah literatur bagi kalangan akademisi terkait kepuasan 

masyarakat dalam pelayanan Public Safety Center (PSC). 

1.4.2  Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

dan sumbangan pikiran pada instansi terkait sebagai bahan untuk 

merumuskan kebijakan dan menyusun program kerja. 

1.4.3 Secara Akademis bermanfaat untuk memperluas atau menambah wawasan 

dan berkontribusi positif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam perkembangan PSC 119. 

 

 

 



6 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Penelitian Terdahulu 

1) Penelitian terdahulu yang di lakukan oleh Wike Yuliana Dkk (2020) dalam 

penelitiannya yang berjudul “Inovasi Pelayanan Kesehatan Public Safety 

Center 119 (PSC 119) Smash Care’s Di Kota Solok”. Penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui pelaksanaan Smash Care’s yang diterima oleh masyarakat 

Kota Solok. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. 

Sumber data berasal dari data primer dan sekunder. Adapun teknik 

pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara dan dokumentasi. Hasil 

dari penelitian ini menunjukkan bahwa program PSC 119 Smash Care’s hadir 

sebagai sebuah program pelayanan tanggap darurat untuk masyarakat yang 

sedang berada di Kota Solok. Pelayanan tanggap darurat ini sangat membantu 

masyarakat. Selain itu, program pelayanan ini memiliki kelebihan jika 

dibandingkan dengan pelayanan sebelumnya yang hanya menerima pasien di 

faskes, sedangkan pelayanan ini memberikan kemudahan dalam melakukan 

akses layanan dengan menelepon nomor 119 secara langsung yang dimana 

nantinya akan diberikan layanan 24 jam tanpa dipungut biaya sesuai kebutuhan 

masyarakat. 

2) Penelitian lain juga di lakukan oleh budi Sylvana (2020) yang berjudul 

“Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Kedaruratan 
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Prahospital Melalui Public Safety Center (PSC) 119 Untuk Peningkatan 

Layanan Kesehatan di Indonesia”. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah 

untuk mengetahui implementasi penyelenggaraan kegawatdaruratan prahospital 

melalui PSC 119 dalam proses peningkatan layanan kesehatan di indonesia. 

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, dengan pendekatan yang 

bersifat kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan UU 

No.23 Tahun 2014 pelayanan kesehatan menjadi urusan wajib pemerintah 

daerah Kabupaten/Kota, termasuk pelayanan kesehatan gawatdarurat. Sehingga, 

pelayanan prahospital melalui PSC 119 wajib dibentuk di semua 

Kabupaten/Kota agar dapat menjamin setiap hak masyarakat akan pelayanan 

kesehatan. 

3) Penelitian terbaru yang di lakukan oleh Rahmad Hidayat dan Ima Ferbiyanti 

(2023) yang berjudul “Pelayanan Publik di Kota Mataram: Program Public 

Safety Center (PSC) 119 Mataram Emergency Medical Service (MEMS)”. 

Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan program PSC 

119 MEMS agar dapat memberikan gambaran yang lengkap. Penelitian ini 

bersifat deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui proses 

wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi terkait program PSC 119 

MEMS di Rumah Sakit Kota Mataram. Teknik analisis data menggunakan 

analisis data interaktif, tekniknya melalui reduksi data, penyajian data dan 

penggambaran kesimpulan. Serta proses pengujian keabsahan data dengan 

teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ini telah 
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dilaksanakan dengan baik, dimana program perawatan di rumah paling banyak 

dilakukan dan dibutuhkan oleh masyarakat Kota Mataram. Masih ada kendala 

dalam program ini seperti kurangnya fasilitas ambulan lengkap fasilitas dan 

jaringan telekomunikasi. 

4) Selain itu terdapat penelitian internasional yang di lakukan oleh Henna 

Myrskykari, Timo Iirola, dan Hilla Nordquist (2023) dalam jurnal Homepage: 

Australian Emergency Care yang berjudul “ The role of emergency medical 

services in the management of in-hospital emergencies: Causes and outcomes 

of emergency calls – A descriptive retrospective register-based study (Peran 

layanan medis darurat dalam pengelolaan di rumah sakit keadaan darurat: 

Penyebab dan akibat dari panggilan darurat – Sebuah deskriptif-studi berbasis 

register retrospektif).  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran layanan 

medis darurat di Rumah Sakit dan alasan menelepon Emergency Medical 

Service (EMS) ke rumah sakit serta hasil panggilan tersebut. Metode penelitian 

yang di gunakan adalah studi deskriptif retrospektif berbasis register mengenai 

respon dan penatalaksanaan di rumah sakit keadaan darurat oleh EMS di 

wilayah layanan kesejahteraan Finlandia Barat Daya. Hasil penelitian ini 

menunjukkan Secara total, 138 keadaan darurat medis yang dikelola oleh EMS 

dilibatkan dalam penelitian ini. 108 di antaranya terkait kepada pasien, dan 25 

terkait dengan personel rumah sakit. Henti jantung (n = 36) dan penurunan 

tingkat kesadaran (n = 29) adalah keadaan darurat yang paling umum di rumah 

sakit. Dalam 68% keadaan darurat di rumah sakit yang dikelola oleh Tim EMS, 
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setelah menelepon 112, petugas rumah sakit menerapkan berbagai tindakan 

pengobatan. Dalam 72% kasus, perawatan lanjutan diperlukan. sehingga 

kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa petugas rumah sakit mampu 

memulai tindakan medis dalam keadaan darurat, bahkan ketika tidak ada 

Medical Emergency Teams (MET) tersedia. Meskipun EMS penting dalam 

menanggapi keadaan darurat di rumah sakit, EMS tampaknya mempunyai 

peran yang sama dengan MET. 

2.2 Kajian Teori 

2.2.1 Teori Kebijakan Publik 

Anderson mengatakan bahwa kebijakan adalah seperangkat tujuan tertentu yang 

di ikuti dan di laksanakan oleh seorang atau sekelompok orang untuk memecahkan 

masalah tertentu (Muadi et al., 2016). Sementara itu, para ahli juga mendefinisikan 

politik atau pemerintahan dengan pandangan yang berbeda, karena Thomas R. Dye 

menyatakan bahwa kebijakan pemerintah adalah “is whatever government choose to 

do or not to do” (apapun yang dilakukan atau tidak di lakukan oleh pemerintah)” 

(Muadi et al., 2016).  

Anderson adalah pakar kebijakan yang menjelaskan bahwa kebijakan adalah 

"those policies developed by governmental bodies and officials. Nongovernmental 

actors and factors may, of course, influence policy development (kebijakan-kebijakan 

yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat pejabat pemerintah. Aktor dan 

nonpemerintah tentu saja dapat mempengaruhi pengembangan kebijakan)” (Sudrajat 

et al., 2021).   
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Menurut Dunn kebijakan adalah “long series or more less related choices 

(including decision not to act) made by governmental bodies and officials, are 

formulated in issue areas which range from defence, energy and health to education, 

welfare and crime control (serangkaian pilihan terkait (termasuk keputusan untuk 

tidak bertindak) yang dibuat oleh badan dan pejabat pemerintah, yang dirumuskan 

dalam bentuk isu yang berkisar dari pertahanan, energi, kesejahteraan, dan 

pengendalian kejahatan)” (Sudrajat et al., 2021). 

2.2.2 Teori Implementasi Kebijakan 

Konsep dasar implementasi kebijakan tertuju pada pencapaian tujuan yang telah 

ditetapkan dalam keputusan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang paling 

penting dalam keseluruhan siklus kebijakan (Apriandi, 2017). Grindle 

mengatakan bahwa “implementasi kebijakan pada dasarnya bukan hanya tentang 

mekanisme yang dimana keputusan kebijakan diubah menjadi prosedur rutin melalui 

jalur birokrasi, melainkan tentang isu dari sebuah konflik, serta keputusan tentang 

siapa yang mendapatkan apa dari kebijakan tersebut” (Apriandi, 2017). Kemudian 

menurut Udoji yang mana dijelaskan bahwa “Implementasi kebijakan adalah sesuatu 

yang lebih penting daripada penyusunan kebijakan. Kebijakan hanyalah mimpi atau 

rencana baik yang tersimpan rapi dalam arsip apabila tidak dapat diimplementasikan” 

(Apriandi, 2017).  

2.2.3 Model Implementasi Kebijakan Edward III 

George Edward III menegaskan bahwa masalah utama administrasi adalah lack 

of attention to implementation. Dikatakannya, without efective implementation the 
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decision of policy makers will be carried out successfully. Untuk implementasi 

kebijakan yang efektif, Edward menyarankan agar kita memperhatikan empat hal 

pokok, yaitu: Komunikasi, sumber daya, sikap dan struktur birokrasi (Setyawan & 

Srihardjono, 2016). 

1) Faktor Komunikasi 

Berdasarkan kebijakan organisasi dikomunikasikan untuk mengimplementasikan 

kebijakan, perilaku dan daya tanggap para pemangku kepentingan yang terlibat, dan 

struktur organisasi untuk mengimplementasikan kebijakan. Menurut Edward III, 

definisi komunikasi sebagai “penyebaran informasi dari komunikator kepada 

komunikan”. Setiap pembuat kebijakan membutuhkan komunikasi untuk mengetahui 

apa yang harus dilakukan. Komunikasi berarti proses transfer informasi yang di 

lakukan oleh suatu organisasi kepada masyarakat atau pelaku yang terlibat dalam 

menyukseskan implementasi kebijakan. (Dalimunthe & Susilawati, 2022). 

2) Sumber Daya 

Untuk Implementasi kebijakan yang baik pemerintah memerlukan bantuan dari 

sumber daya yang memadai. Sumber daya dapat berupa tugas ataupun fungsi, 

kewenangan, tenaga kerja (personalia), keuangan, informasi dan sarana dan prasarana 

termasuk fasilitas, tanah dan perlengkapan.  (Anta Kusuma & Simanungkalit, 2022). 

3) Disposisi 

Implementasi kebijakan juga bergantung pada sikap dan komitmen pihak 

pengimplementasi kebijakan, yaitu pegawai yang melaksanakannya, yang dimana 

tercermin dari pemahaman tentang tindakan yang akan diambil dan kemampuan 
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untuk melaksanakan, serta pemahaman dalam pelaksanaan kebijakan publik. (Anta 

Kusuma & Simanungkalit, 2022). 

4) Struktur Birokrasi 

Kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik jika para pelaksana memiliki 

kewenangannya tersendiri, sehingga organisasi harus memiliki struktur birokrasi 

yang detail. Struktur organisasi yang mengimplementasikan kebijakan tersebut harus 

memiliki standar operasional (SOP) yang detail dan dapat dilaksanakan.  (Anta 

Kusuma & Simanungkalit, 2022). 
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2.3 Kerangka Berfikir 

Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir 
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BAB   III 

METODE PENELITIAN 

3.1 Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif 

dengan pendekatan deskriptif.  Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan 

dalam melakukan penelitian yang berorientasi pada fenomena atau gejala yang 

bersifat alami. Penelitian kualitatif bersifat mendeskripsikan makna data atau 

fenomena yang dapat ditangkap oleh peneliti. dengan menunjukkan bukti-buktinya, 

Pemaknaan terhadap fenomena itu banyak bergantung pada ketajaman peneliti dalam 

menganalisisnya (Abdussamad, 2021). 

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Lokasi penelitian bertempat di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat. 

Lokasi penelitian yang di pilih penulis merupakan lokasi yang mudah di jangkau 

dengan jarak yang tidak terlalu jauh dari Kota Mataram sehingga efektif dan efisien 

dari segi waktu dan biaya. Selain itu, lokasi penelitian ini dapat memperoleh 

informasi relevan dan akurat sesuai kebutuhan penulis. Adapun waktu penelitian yang 

telah di lakukan oleh penulis yaitu dari Bulan Juli- Oktober 2023. 

3.3 Jenis dan Sumber Data 

1) Data Primer 

Data Primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya dan diambil serta 

dicatat pertama kalinya atau secara langsung. Pada tugas akhir ini data primer yang 
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digunakan diperoleh melalui informan kunci dari Dinas Kesehatan Kabupaten 

Lombok Barat (Thalib, 2020). 

3.4 Teknik Penentuan Informan atau Narasumber 

Penentuan informan dilakukan dengan teknik purposive sampling yaitu teknik 

yang cocok digunakan untuk penelitian kualitatif, karena tujuan uatama dari 

penggunaan purposive sampling yaitu untuk mencari informan yang sesuai dengan 

kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti (Sampoerna University, 2022). Kriteria 

yang dimaksud adalah dengan menarik informan informan yang telah diketahui 

mempunyai pengetahuan, pengalaman, dan memahami permasalahan terkait dengan 

program PSC 119 LBEMS di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat sehingga 

penulis akan mendapatkan wawasan dan uraian tentang program PSC 119 

LBEMS.Adapun informan dari penelitian ini adalah: 

1) Penanggung jawab atau Koordinator PSC 119 LBEMS Di Dinas Kesehatan 

Kabupaten Lombok Barat 

2) Unit Call Center PSC 119 LBEMS Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok 

Barat 

3) Unit Respon PSC 119 LBEMS Di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat 

4) Dua Pengguna Layanan PSC 119 LBEMS 

3.5 Teknik Pengumpulan Data 

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis pada saat 

penilitian adalah sebagai berikut: 

1) Teknik Observasi (Pengamatan)  
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Observasi adalah teknik pengumpulan data dengan pengamatan langsung 

terhadap partisipan dan konteks yang terlibat dalam fenomena penelitian 

(Ardiansyah et al., 2023). Observasi ini dilakukan dalam situasi nyata atau di 

lingkungan yang telah dirancang yaitu di Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok 

Barat. 

2) Wawancara 

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang melibatkan 

interaksi secara langsung antara peneliti dengan narasumber penelitian. 

Wawancara bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang 

pengalaman, pandangan, dan perspektif individu terkait fenomena yang diteliti 

(Ardiansyah et al., 2023). Penelitian ini menggunakan teknik wawancara yang 

mendalam dan untuk memperoleh informasi secara menyeluruh dan 

mendapatkan pengetahuan yang berupa informasi terkait PSC 119 LBEMS di 

Dinas Kesehatan Lombok Barat. 

3) Dokumentasi 

Dokumentasi melibatkan pengumpulan data dari dokumen, arsip, atau 

bahan tertulis lainnya yang berkaitan dengan fenomena penelitian. Selain itu 

dokumentasi juga melibatkan gambar gambar yang terkait dalam proses 

penelitian (Ardiansyah et al., 2023). 

3.6 Metode Analisa Data 

Adapun teknik analisis data yang digunakan yaitu dengan reduksi data, 
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penyajian data, dan simpulan atau verifikasi. Reduksi data yang di maksud yaitu 

dengan melakukan rangkuman, memilih atau memilah hal hal pokok dan 

memfokuskan pada hal yang penting saja. Sedangkan penyajian data yang di maksud 

adalah dengan menyajiakan sebuah teks naratif yang mudah di pahami pembaca. 

Sementara itu, simpulan atau verifikasi yaitu menyimpulkan hasil data yang di 

peroleh dari reduksi data dan penyajian data (Urohmah Shifa, 2023). 

3.7 Validitas Data 

Teknik validitas data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

teknik triangulasi yang merupakan salah satu pendekatan yang dilakukan penulis 

dalam melakukan teknik pengolahan data kualitatif. Teknik triangulasi diartikan 

sebagai teknik pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara 

terhadap objek penelitian. Teknik triangulasi meliputi triangulasi metode, triangulasi 

sumber data, dan triangulasi teori. Namun disini, penulis menggunakan Teknik 

triangulasi metode yang dimana dilakukan dengan mengumpulkan data dengan 

metode lain. Sebagaimana diketahui bahwa, dalam penelitian kualitatif peneliti 

menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Untuk memperoleh 

kebenaran informasi yang tepat dan gambaran yang utuh mengenai informasi tertentu 

(Pradistya, 2021). 

https://dqlab.id/tag/digital-transformation

